
BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 2 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Perubahan RKPD

dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan

Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

2. Undang



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Pidie Java di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4683);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

8. Peraturan...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan

Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana

Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Basil Minyak dan Gas

Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh

Nomor 1Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun

Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun

2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

14. Peraturan..



14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Rencana Jangka Menengah Aceh Tahun 2019-2022 (Berita

Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16);

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Nomor 2);

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pidie Jaya Nomor 4);

17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor

3);

18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Berita Daerah

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 30);

20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019

Nomor 16).

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pcmerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2020

(Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya 2019 Nomor 16) Sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN
(RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020.

Pasal I

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 28 Agustus 2020 M
9 Muharram 1442 H

/

BUPATI PIDIE JAYA,ÿ)

f- AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

V • pada tanggal 28 Agustus 2020 M
9 Muharram 1442 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR ...


